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INFO ARTIKEL  ABSTRAK 

Riwayat Artikel : 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pemahaman 

akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) 

pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) pengaruh peran 

internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (4) 

pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah.  

Penelitian ini dilaksanakan pada SKPD Pemerintah kabupaten 

Wonosobo dengan sampel sebanyak 77 orang pada kepala bagian 

akuntansi/penatausahaan keuangan dan staf bagian akuntansi diambil 

secara purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah regresi 

linier berganda untuk menganalisis data kualitatif dan kuantitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 2) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3) 

Peran internal audit tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan arah 

negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4) 

Sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan 

arah negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  
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 A This study aims to determine: (1) Effect of accounting understanding 

of the quality of local government financial reports. (2) The effect of the 

use of financial accounting information system on the quality of local 

government financial reports. (3) the effect of the role of internal audit 

to the quality of local government  financial reports. (4) the effect on the 

quality of human resources of local government financial reports. 

The research was conducted on SKPD Wonosobo district government 

with a sample of 77 people at the head of the accounting / financial ad-

ministration and accounting department staff with purposive sampling. 

The analysis tool used is multiple linear regression to analyze qualita-

tive and quantitative data. 

The results showed that: 1) Understanding of accounting significant 

effect on the quality of local government financial reports. 2) Utilization 

of accounting information systems significantly influence the quality of 

local government financial reports. 3) The role of internal audit and 

showed no significant effect on the quality of the negative direction of 

local government financial reports. 4) Human resources not significant 

and shows the negative direction on the quality of local government fi-

nancial reports. 
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1. PENDAHULUAN 

Fenomenaamengenai kualitasalaporan 

keuanganamerupakanasuatua hala yang    

menarikauntuk dikajialebih mendalam.   

Banyak kasus-kasus buruk yang terjadi     

berkaitan dengan kualitas laporan 

keuangan. Peristiwa yang terjadi ini 

dikarenakan masih kurangnya pemahaman 

terhadap standar akuntansi pemerintah ser-

ta sistem pengendalian internal pemerintah 

yang buruk.     Selain itu kompetensi dari 

para pegawai akuntansi pemerintah yang 

masih rendah juga dapat memberikan 

dampak yang buruk bagi kualitasalaporan 

keuanganapemerintah. Adanya 

peningkatan transparansiadan    

akuntabilitasapengelolaana   laporana 

keuangan perlu ditingkatkan untuk 

menaikkan sistem tataakelola 

pemerintahanayang baik        (gooda gov-

ernance) (Yuliani dkk, 2010).  

Adanyaakepatuhan terhadap standar 

akuntansiadan sistemainformasiaakuntansi 

yangabaik dapat meningkatkanakualitas     

laporanakeuanganapemerintah.  aPeraturan 

Pemerintah Nomor 

71aTahuna2010asebagai penggantia daria 

Peraturana Pemerintah Nomora24 

Tahuna2005 mengenaiaStandar 

AkuntansiaPemerintahana(SAP) 

merupakan suatu standar untuk 

menyesuaikan baik     dalam bentuk 

maupun isialaporan 

pertanggungjawabanapelaksanaanAnggara

n Pendapatanadan BelanjaaNegaraa 

(APBN) atauaAnggaran 

PendapatanadanaBelanja Daeraha(APBD). 

Sehingga  penyusunan dan 

penyajianalaporan 

keuanganapemerintahaharus berpedoman 

kepada SAP             (Standar Akuntansi 

Pemerintahan).  

Sistem akuntansi yang andal adapat        

mempengaruhiakualitas laporanakeuangan 

pemerintah.aSistemaakuntansi pemerintah 

mencakup prosedur dan tahapan  yag mesti 

diikuti dalam mencatatadataakeuangan     

kemudianalangkah berikutnya mengolah    

dataatersebut untuk digunakan oleh pihak   

internal maupun eksternal dalam rangka 

mengambil keputusan (Mahmudi, 2007). 

Pasala1 PeraturanaPemerintahaNomor 

24aTahuna2005aStandar aAkuntansi dari           

Pemerintahana amenyebutkana    

aakuntansi sebagai suatuaproses 

yangadiawaliadengan mencatat,a 

mengelompokkan,a mengolah    

sertaamenyajikanadata, mencatatatransaksi 

apapunayangaberhubunganadengan 

keuanganasehingga ainformasi 

yangadidapat   tersebutadigunakan 

olehaorang yangaberkompeten dengan 

ainformasi atersebut.      Penyusunan serta 

penyajian  laporan      keuangan 

pemerintah diperlukan adanya  suatu  

pedoman berupa SAP ( Standar Akuntansi 

Pemerintah ). aPelaksanaan APBNadan 

APBDapertanggungjawabannya berupaa 

laporan akeuangan pemerintah      berisi   

neraca, alaporanaarus kasasertaa    laporan  

realisasi   anggaran yang mengacu atau 

berpedomanapada Standara  Akuntansi    

Pemerintah  ( SAP ). 

Untuka dapat menghasilkanalaporan    

berkualitasaselain harus mengacu kepada 

standar atau pedoman hal yang perlu        

diperhatikan adalah kompetensiasumber 

dayaamanusianya. Sumberadaya amanusia 

yangadimaksud merupakanapegawai aatau  

karyawanayang mampuamemahamiaproses 

sertaapelaksanaan 

akuntansiasesuaiadengan 

ketentuanaberlaku.a(Diani, 2009).  

Dalamameningkatkan kualitasalaporan 

keuangan aselain itu adalahadengan          

memanfaatka teknologia informasi. 

Penggunaan   teknologi     informasi       

mutlak       diperlukan untuk dapat 

menunjang proses kecepatan, keefisienan 

dan keefektifan     dalam mengolah data 

akuntansi.   Masyarakat luas serta berbagai 

pihak telah merasakan manfaat 

daripenggunaan teknologi             

informasi yang dilakukan oleh SKPD.      

Sistema Informasi KeuanganaDaerah 

(SIKD)amerupakan Sistem informasiayang             

digunakanaoleh SKPD. SistemaInformasi 

KeuanganaDaeraha( SIKD ) menurut         

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomora56 Tahuna2005 adalahasuatu 

sistem yang   amendokumentasikan,a 

mengadministrasikan, sertaamengolah 
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dataapengelolaan   keuanganadaerah 

danadata terkaitalainnya 

menjadiainformasi yangadisajikan akepada 

masyarakatadan 

sebagaiabahanapengambilan 

keputusanadalam rangkaaperencanaan,       

pelaksanaan,adan 

pelaporanapertanggungjawabanapemerinta

hadaerah.Dengan adanya SIKD dapat 

mempercepat kinerja              pemerintah 

serta masyarakat dapat          

memanfaatkannya informasi tersebut      

dengan lebih komprehensif (Ahmad, 

2008).  

 

Internal audit juga ikut berperan dalam 

menghasilkanalaporan 

keuanganapemerintahayang 

berkualitas.aUntukamenghasilkan      

laporanakeuangan yangaberkualitas proses 

pelaksanaan dan pelaporan akuntansi dapat 

diberikan jaminan oleh Aparat Pengawasan 

Intern Pemernitah ( APIP )  agar sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 

Penilaianayang sistematisadan objektifa 

yangadilaksanakan oleh auditorainternal 

terhadap operasi danakontrol yanga 

berbeda-beda adalam suatuaorganisasi     

merupaka pengertian dariainternalaaudit   

Selain    memberikan jaminan bahwa 

pelaksanaan dan pelaporan akuntansi 

sesuai  standar   peran lain dari auditor in-

ternal  adalah memberikan jasa 

konsultasialaporan 

keuanganapemerintahadaerah (Diani, 

2009).  

Untuka menghasilkan pengelolaan        

laporanakeuangan yangabaik pegawai 

SKPD harusamemiliki pengetahuan dan              

pemahaman mengenai akuntansi serta   

mengikuti pelatihanadan 

pengalamanadalam bidangaakuntansi 

(Warisno,a 2008). Sistem akuntansi 

membutuhkan untukamenerapkan hal 

tersebut. Pemahaman logika akuntansi 

yang baik akan didapatkan oleh sumber 

daya yang memiliki kriteria tersebut.       

Kekurangan pemahan terhadap logika    

akuntansi dapat berdampak pada 

kekeliruan dalamapenyusunan 

danapenyajian alaporan keuanganaserta 

adanyaa ketidaksesuai        terhadap prinsip 

atau standar yang berlaku . Roviyantie 

(2011) Penggabungan dari     berbagai 

bidang disiplin dalam ilmu      akuntansi 

akan menghasilkanalaporan      

keuangan.aSehinggaauntuka menghasilkan 

laporana keuangana yangaberkualitas            

dibutuhkana seorang yanga memiliki         

kompeten dalama bidangnya. Laporan       

keuanganapemerintah yangaberkualitas 

juga membutuhkanasumberadaya 

manusiaayang memiliki kompetensi 

pemahamanadalam    bidang akuntansia 

pemerintaha serta            organisasi  

pemerintah. 

Penelitianaini merupakanareplikasi dari 

penelitianaYuliani dkk (2010). Perbedaan 

penelitian Yuliani dkk (2010) adengan 

penelitiana ini adalaha penelitiana ini 

menambahkanasatu variabela aindependen 

yaitua sumber daya manusia bidang 

akuntansi dengan harapan agar penelitian 

ini lebih luas cakupannya. Selain itu, 

responden pada penelitianaini 

jugaaberbeda denganaresponden dari 

penelitianaYuliani dkka(2010) dimana 

respondennya adalah para pegawai dan staf 

bagian akuntansi di lingkungan pemerintah 

kota Banda Aceh, sedangkan responden 

penelitian ini aadalah Kepala 

BagianaAkuntansi danaStaf Bagian 

Akuntansiapada pemerintah yangabekerja 

di KabupatenaWonosobo.  

Pemilihan SKPDaKabupaten 

Wonosobo sebagai objek penelitian karena 

apada       PemerintahaDaerah 

KabupatenaWonosobo, berdasarkanahasil 

pemeriksaana yang           dilakukanaoleh 

BadanaPemeriksa Keuangan (BPK)adari 

tahuna2006 sampaiadengan 

2014aKabupaten Wonosobo mendapata 

opini    WajaraDengan Pengecualian 

(WDP)         padahalaopini 

yangadiharapkanaoleh          

organisasiaPemerintah DaerahaKabupaten 

Wonosoboaadalah opiniaWajar aTanpa     

Pengecualiana(WTP). Karena masiha 

adanya perubahanametode pencatatanadari 

singleaentry menjadiadoubleaentry  yang 

masih    dipraktekkan di SatuanaKerja     

PerangkataDaerah (SKPD)adi aKabupaten 



Jurnal PPKM III (2016) 237 - 248  ISSN(print): 2354-869X 

240 

Wonosobo dimana belumasepenuhnya    

dapatamenerapkanaPermendagri 

Nomora13 Tahuna2006 danaStandar 

AkuntansiaPemerintahasesuai 

denganaketentuanadalam     

PelaporanaKeuangan yangaartinyaabelum 

mampua menyusun laporanakeuangan     

dalamabentuk realisasiaanggaran,aneraca, 

arusakas maupunacatatan atasalaporan    

keuangan.aDiterbitkannya opiniaWajar 

DenganaPengecualiana(WDP)adikarenaka

n jugaaadanyaatemuan bahwaalaporan        

keuanganabelum disusunadenganametode 

akruala basis secara apenuh.  Standara    

AkuntansiaPemerintah berbasisaakrual   

menurutaPP 71 tahuna2010 adalahaStandar 

AkuntansiaPemerintah yangamengakui 

pendapatan,abeban,aaset, utang,adan 

ekuitas dalamapelaporan finansiala 

berbasisa akrual,aserta 

mengakuiapendapatan,          belanjaadan 

pembiayaanadalamapelaporan 

pelaksanaanaanggaran berdasarkanabasis 

yangaditetapkan dalamaAPBD. 

 

2. KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS  

 

 

 

Suatu proses,cara,perbuatan 

memahamia ataua memahamkana disebuta 

asebagai Pemahaman.aSehingga 

orangayang apandai danamengerti 

benaratentang akuntansia  adalahaorang 

yangamemiliki    pemahaman 

akuntansi.aPeraturanaPemerintahaNomor 

24aTahun 2005atentang 

StandaraAkuntansi 

Pemerintahanamenjelaskanabahwaaseseora

ngadikatakanapaham terhadapaakuntansi 

adalahamengerti danapandaiabagaimana 

prosesaakuntansi ituadilakukan asampai 

menjadiasuatu laporanakeuangan adengan 

berpedomanapada prinsipadan astandar 

penyusunanalaporan keuangan.aSehingga 

bisa dikatakan semakin baik       seseorang 

dalam memahami akuntansi makaaakan 

semakinabaik pulaakualitasa laporan 

keuanganapemerintah yanga disajikan. 

(Poerwadarminta, 2006).  

Laporanakeuangan adalah asebuah 

produkayang dihasilkanaoleh disiplinaatau 

bidangailmu akuntansiamenurut Roviyanti 

(2011). Untukamenghasilkan asebuah 

laporanakeuangan yangaberkualitas amaka 

dibutuhkanapara pegawai yang memahami 

ilmu tentang akuntansi dan memiliki 

kompetensi dalam akuntansi pemerintah.  

Memahami ilmu akuntansi akan 

membantu dalam meningkatkanakualitas 

laporanakeuangan pemerintahadaerah. Hal 

iniasesuai dengan penelitianaDiani (2012) 

yangamenjelaskan bahwaapemahaman 

akuntansiaberpengaruh positifaterhadap 

kualitasalaporan keuanganapemerintah di 

daerahakota Pariaman.  

Untuka dapat menghasilkanalaporan   

keuangan yang 

berkualitasaseseorangaharus bisa 

mengertiadan memahamiabagaimana 

prosesa dan pelaksanaanaakuntansiaitu         

dijalankanasesuai denganapedomanayang 

berlaku.aSehingga orang yang 

menjalankan aktivitas tersebut harus 

menjadi perhatian utama hal ini 

disampaikan oleh Yuliani dkk (2010) pada 

penelitian di  Pemerintah Kota Banda 

Aceh. Berdasarkan uraian               

sebelumnya, maka disusun hipotesisa       

sebagai berikut : 

H1  : Pemahamanaakuntansiaberpengaruh 

positifaterhadap 

kualitasalaporanakeuangan 

pemerintahadaerah. 

Untukamenghasilkan 

laporanakeuangan yanga baik, berkualitas, 

cepata danaakurat  padaapemerintah pusat 

dan daerah maka pemerintah juga harus 

bisaa mengembangkan adana 



Jurnal PPKM III (2016) 237 - 248  ISSN(print): 2354-869X 

    241 

memanfaatkan kemajuanateknologi 

informasiahalaini       disampaikan oleh 

Ahmad (2008). aUndang-undanganomor 

33atahun 2004 mendukung adanyaasistem 

informasiakeuanganadaerah 

yangadiselenggarakan secaraanasional.  

Memanfaatan SIKDayangadapat 

mempercepataprosesakerjaadalamapengelo

laanakeuangan daerahadan amenyediakan 

informasiakeuanganadaerahayangaberkuali

tas halaini sesuaiadengan 

tujuanapemerintah dalamamemberikan 

informasiakeuangan sebagaia bagian 

dariasistemainformasi 

manajemenapemerintah 

daerah.(Fikri,2011). Yuliani dkk (2010)  

yang menyatakan bahwa 

pemanfaatanasistemainformasi 

akuntansiaberpengaruh terhadapakualitas 

laporanakeuangan pemerintahadaerah kota 

BandaaAceh. Penelitianalain yang sejalan 

yakni penelitian Astuti (2011) yang      

membuktikan bahwa sistemainformasi 

keuanganadaerah berpengaruh positif 

terhadapa kualitas laporanakeuangan 

Pemerintah Daerah KabupatenaPasaman 

Barat.  

Kualitas alaporan keuanganadalam 

pemerintahadaerah dapat aditingkatkan 

apabila sistem ainformasiaakuntansi 

keuangan adaeraha adapat adimanfaatkan      

dengana maksimal oleh masing-masing 

SKPD. Berdasarkana uraian sebelumnya, 

makaadisusun hipotesisasebagaiaberikut :  

H2:Pemanfaatanasisteminformasiaakuntan

si keuangana daerah berpengaruhapositif    

terhadapa kualitas laporana keuangan 

pemerintahadaerah.  

Sari (2010) menyatakan bahawa 

kualitas laporan keuangan yang baik juga 

didukung oleh peran dari  inspektorat 

karena organisasi / kegiatan ketika dalam 

melaksanakanatugas pokokadanafungsinya 

denganabaik dan benar harus diawasi agar 

dapata mencapai tujuan ayangatelah 

ditetapkana Peranan inspektorat yang 

semakina baik dalam memberikan 

pengawasan maka akan semakinabaikapula 

kualitas laporanakeuangan yangadihasilkan 

olehapemerintah daerah. Halainiadidukung 

dariapenelitianaYuliani dkk (2010) yang 

membuktikan bahwa perananan dari 

internal audit  berpengaruhapositif 

terhadapkualitas        laporan keuangan  

pemerintah   daeraha di    Kota Banda 

Aceh. 

Penelitian lain yang sejalan yakni    

peneletian yanga dilakuakan oleh Diani 

(2014) yangamenyatakan bahwaaperanan  

dari inspektorataselaku Aparat 

Pengawasan Interna 

Pemerintaha(APIP)aberpengaruh 

positifaterhadap 

kualitasalaporanakeuangan pemerintah 

daerah kota Pariaman. Nilai informasi 

yang  dipengaruhi  oleha inspektorat 

sebagai internal audit akan memiliki 

keandalan. Meningkatnya kualitas laporan 

keuanganadaerah jugaakarena adanya 

masukan dari inspektor adalam 

prosesameriview yang akan menuntun 

terwujudnya laporan keuangan yang sesuai 

dengan   StandaraAkuntansiaPemerintah.  

Penelitian lain yang sejalan yakni 

penelitian Yenita (2010) yang menjelaskan 

bahwa 

peranainspektorataselakuaAparataPengawa

san InternaPemerintah 

(APIP)aberpengaruh positifaterhadap 

nilaiainformasialaporan 

keuanganapemerintahadaerahakota Pa-

dang.  

Inspektorat sebagai internal audit dapat 

mempengaruhi laporan keuangan yang 

memiliki keandalan. Semakin baik             

inspektorat dalam melakukan pengawasan 

maka akan semakin berkualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan 

uraian sebelumnya, maka disusun hipotesis 

sebagai berikut :  

 

H3  : Perana internal audita berpengaruh 

positifaterhadap 

kualitasalaporanakeuangan  

  pemerintahadaerah.  

Latar belakang dari pendidikan 

akuntansi, adanya keikutsertaan dalam  

pendidikan dan pelatihan serta memiliki 

pengalaman dalam bidang keuangan akan 

dapat menghasilkan pengelolaan laporan 

keuangan daerah yang baik. Oleh karena 
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itu sumberadaya manusiaa dalam bidang 

akuntansi harus dimiliki amasing-masing 

SKPD. Kualitasalaporan keuanganayang 

baik dihasilkan oleh sumber daya manusia 

yang memiliki kompetensi dalam bidang 

akuntansi (Warisno, 2008).  

Sumbera daya manusiaadalamabidang 

keuangan yanga akan mempermudah 

dalam pelaksanaan fungsi akuntansi 

sebagai salah satu elemen yang sangat 

penting dapat menghasilkan 

laporanakeuanganapemerintah yang 

berkualitas halaini dinyatakan oleh 

Fontanella (2010).  

Kompetensia sumber dayaa manusia 

dalama memahami akuntansia secara 

simultan berpengaruha positifa aterhadap 

kualitasa laporana keuangana pemerintah 

daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang   

dinyatakan dalam PenelitianaRoviyantie 

(2011). Namun berbedaadenganapenelitian 

yangadilakukan oleh Winidyaningrum dan 

Rahmawati (2010) yang menjelaskan 

bahwa kapasitas sumbera dayaa manusia 

berpengaruha positifa terhadapa akualitas 

laporana keuangana pemerintaha adaerah, 

namun penelitian tersebut tidak berhasil 

membuktikan bahwa kapasitasasumbera 

dayaa manusiaa berpengaruh terhadap 

kualitas informasi dalamalaporan 

keuangan.  Berdasarkan uraian 

sebelumnya, maka disusun hipotesis 

sebagai berikut:  

H4  : Sumbera daya manusiaa bidang        

akuntansia berpengaruh positifaterhadap  

kualitas laporana keuangan pemerintaha  

daerah. 

 

3. METODE PENELITIAN DAN 

ANALISIS DATA 

Penelitian kausal komparatif adalah         

penelitian yang memiliki tujuan untuk          

mengetahui kemungkinan adanya hubungan 

sebabaakibat denganacara 

tertentuaberdasarkan atasapengamatan 

terhadapaakibat yang ada,a kemudiana 

mencari kembaliafaktor 

yangadidugaamenjadiapenyebabnya. Hal 

ini dilakukana melalui apengumpulan 

adataa  denganamelakukan 

perbandinganadiantara data 

yangaditelitia(SumarniadanaWahyuni, 

2006) Maka penelitiana ini    menggunakan       

metode kausalakomparatif. 

Seluruh pegawai yang ada padaaSKPD 

dialingkungan Pemerintaha Wonosobo            

merupakan populasiadalama penelitiana ini.       

Sedangkan model pengambilan sampela 

yangadigunakanadalam penelitian ini 

ditentukan dengan menggunakanateknik 

purposiveasampling. Purposiveasampling 

digunakanakarena informasiayang 

akanadiambil berasala dari sumberayang 

sengajaadipilih berdasarkanakriteria 

yangatelah aditetapkan penelitia(Sekaran, 

2003). Kriterianya terdiri dariakepala 

bagianaakuntansi/penatausahaan     

keuanganayang 

disebutaPejabataPenatausahaanaKeuangana

SKPD, danastaf abagian     akuntansiayang 

disebutaPembantu aPejabat 

PenatausahaanaKeuangan aSKPD ayang       

bekerja di SKPDaWonosobo       berjumlah 

48 SKPD yang terdiri daria1 Inspektorat,a1 

SekretariataDewan, 1 RumahaSakit Umum 

DaerahaSetjonegoro, 9aBagian, 4a aBadan, 

7 Dinas, 9 Kantor, 1 Satuan, 15 Kecamatan.   

Sebanyak 2 orang yang ditetapkan 

responden tiap SKPD. Jadi jumlah 

responden sebanyak 96 responden dari 48 

SKPD. 

Untukamenguji hipotesisa adalam 

penelitian ini menggunakan analisisaregresi 

linearaberganda. Persamaannya adalah 

sebagaiaberikut :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangana:  

Y  : KualitasaLaporan  

               KeuanganaPemerintah Daerah  

a : Nilai konstan  

b1-b4  : Koefisienaaraharegresi  

X1 : Pemahamanaakuntansi  

X2 : Pemanfaatanasistem 

informasiaakuntansi keuanganadaerah  

X3 : Peran internalaaudit  

X4  : Sumberadaya manusiaabidang 

akuntansi  
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e : error. 

 

 

 

 

4. ANALISIS DANaPEMBAHASAN 

A. AnalisisaData 

1.  AnalisisaaRegresiaBerganda 

Analisisaregresi 

gandaadilakukanauntuk 

mengujiahipotesissyangahasilnyaadisajikan 

padaa tabel 4.1.a 

 

 

Berdasarkanahasil olahan dataaregresi 

denganmenggunakanprogram 

komputerisasia SPSSaversi 16, 

makaadapatadisajikan persamaanaregresi 

yaituasebagaiaberikut :  

Y = 17.282 + 0.019X1 + 0.518X2 - 

0.022X3 - 0,041X4 + 1.618  

Penjelasan persamaan regresi adalah 

sebagai berikut :  

a. Nilai konstanta a = 17.282, bernilai 

positif artinya apabila pemahaman 

akuntansi (X1), pemanfaatan sistem 

informasi akuntansi (X2), peran 

internal audit (X3), sumber daya 

manusia (X4) dalam keadaan konstan 

atau 0, maka laporan keuangan SKPD 

yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini berkualitas.  

b. (b1) (Koefisien regresi X1) = 0,019 

bernilai positif dan memiliki tingkat 

signifikan lebih besar dari 0,05 maka 

pemahaman akuntansi tidak 

mempunyai pemerintah pengaruh 

terhadap akualitas laporana 

keuanganadaerah.  

c. (b2) (Koefisien regresi X2) = 0,518 

bernilai positif artinya pemanfaatan 

sistem informasi akuntansi aakan 

berdampakapada penyajiana laporan 

keuanganapemerintah daerahayang 

lebih berkualitas. Denganaasumsi 

avariabel-variabel 

lainadianggapakonstan.  

d. (b3) (Koefisien regresi X3) = -0,022 

bernilai negatif dan memiliki tingkat 

signifikan lebih besar dari 0,05 maka 

peranainternal auditatidak amempunyai 

pengaruhaterhadapakualitasalaporan 

keuangana pemerintaha daerah.  

e. (b4) (Koefisien regresi X4) = -0,041 

bernilai negatif dan memiliki tingkat 

signifikan lebih besar dari 0,05 maka 

sumberadaya manusiaabidang 

akuntansi tidakamempunyai 

pengaruhaterhadap kualitasalaporan 

keuanganapemerintah daerah.a  

 

B. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

1. Pengaruha Pemahamana Akuntansi 

terhadapa 

KualitasaLaporanaKeuangan 

PemerintahaDaerah  

Berdasar pada tabel 4.1 menunjukkan 

bahwa pemahamana akuntansia tidak 

berpengaruha terhadap  kualitasa alaporan 

keuanganapemerintah. 

Variabelapemahaman akuntansia 

memberikan nilai koefisien regresi 0,019 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,787 

(sig > 0,05). Temuan iniatidak mendukung  

hasil  penelitian aYuliani dkk (2010) yang 

menyatakan adanyaapengaruh  

positifaterhadap  kualitasalaporan 

akeuangan pemerintaha daerah. Tetapi, 

temuan ini mendukung hasil penelitian 

Enho (2008) dan Rajana (2009) yang 

menyatakan variabel pemahaman akuntansi 

tidakaberpengaruh signifikan terhadapa 

kualitasa alaporan keuangana pemerintaha 

adaerah. aDengan demikiana H1 yang 

menyatakana pemahamanaakuntansi 

berpengaruhapositif terhadapa kualitasa 

laporana keuangan pemerintahadaerah, 

ditolak.  
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Ditolaknya hipotesis pertama ini 

disebabkan karena pada kenyataan di 

pemerintahan kabupaten Wonosobo masih 

mengalami keterlambatan dalam pelaporan 

keuangan dan ketepatan data yang telah 

diinput yang kurang baik. Dalam 

wawancara dengan Joko Susilo, S.E., 

(Kasubag Akuntansi) bagian keuangan 

Setda, beliau mengungkapkan bahwa masih 

sangat       terbatas staf yang memiliki 

pemahaman akuntansi. Ketika direkrut 

menjadi staf   akuntansi mereka belum 

memiliki             pemahaman akunatnsi. 

Karakteristikadari setiapatransaksi 

danapengaruhnya aterhadap akun-

akunalaporan keuangana harus abisa     

dipahamiaoleh Stafaakuntansi. Bila  tidak 

mampu menyajikan laporana akeuangan 

dengan tepat waktu dan bukti laporan 

keuangan yang disampekan tidak lengkap 

atau tidak sesuaiadengan ketentuanamaka 

tidak akanamenghasilkan laporanakeuangan 

yang aberkualitas meskipun pegawainya   

memiliki pemahaman terhadap akuntansi. 

 

2. PengaruhPemanfaatanSistemaInformas

i Akuntansiaterhadap 

KualitasaLaporan 

KeuanganaPemerintah Daerah  

Tabel 4.1 menunjukkan abahwa 

pemanfaatanasistem informasiaakuntansi 

keuanganadaerah aberpengaruh apositif 

terhadapa kualitasa laporana akeuangan 

pemerintahadaerah. Variabelapemanfaatan 

sistema informasia akuntansia memberikan 

nilai koefisien regresi 0,518 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 (sig < 0,05).     

Didukung penelitian Andriyani (2010) yang 

menyatakana adanyaa hubungana yang 

signifikan positif antara pemanfaatan 

asistem informasiaakuntansi dengan 

kualitasalaporan keuangana pemerintaha 

daerah.a aDengan 

demikianaH2yangamenyatakan 

pemanfaatan sistema informasi 

akuntansiaberpengaruh positif 

terhadapakualitas laporanakeuangan 

pemerintahadaerah, diterima.  

Standaraakuntansi keuangan 

pemerintah merupakan pedoman dalam 

apemanfaatan sistema informasia 

akuntansia keuangan pemerintahadaerah. 

Bapak Joko Susilo, S.E., (Kasubag 

Akuntansi) bagian keuangan Setda 

mengungkapkan bahwa di Kabupaten 

Wonosobo sudah menerapkan SIKD yaitu 

bagianadari sistemainformasi amanajemen 

pemerintahadaerah yang digunakanadalam 

rangka mencapai tujuan pemerintah dalam 

memberikan informasi keuangan. 

 

3. PeranaInternalAuditaterhadapKualitas

aLaporanKeuanganaPemerintah 

Daerah  

Tabel 4.1 menunjukkan bahwaaperan 

internalaaudit tidak berpengaruhaterhadap 

kualitasalaporan  keuangana apemerintah 

daerah.a Variabel peranainternalaaudit 

memberikan nilai koefisien regresi -0,022 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,808 

(sig > 0,05). Tidak didukung penelitian dari  

Yuliani (2010), yangamenyatakan bahwa 

peranainternal auditaberpengaruh apositif 

terhadapa kualitasa laporana keuangan 

pemerintahadaerah. Tetapi, mendukung 

hasil penelitian Choirunisah (2008) yang 

menyatakan peranainternal audita atidak 

berpengaruha signifikan terhadap kualitas 

laporanakeuangan pemerintahadaerah. aHal 

iniadisebabkan masihabanyaknya atemuan 

BPKa terhadap aLKPD amengenai 

permasalahana terkaita kelemahanaperan 

internalaaudit. Denganademikian H3ayang 

menyatakana peran ainternal aaudit 

berpengaruha terhadapa kualitasa alaporan 

keuanganapemerintahadaerah,aditolak. 

Ditolaknya hipotesis ketiga ini 

disebabkan karena beberapa masalah yang 

dialami  Inspektorata Kabupaten 

Wonosoboa mengemban tugas, pokoka dan 

fungsinyaadalam pemeriksaana keseluruh 

SKPD yang terkait dengan aset. Adanya 

masalaha yang dihadapia staf aterkait 

pengelolaan aset tetapatidak bisa diturunkan 

dengan adanya rekomendasi yang diberikan 

oleh auditor internal. Opini yang 

diharapkan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP)      tidak bisa dilepaskan dalam hal 

aset tetap yang merupakan masalah 

terpenting. aBupati / walikota asebagai 

kepalaapemerintaha daeraha tertinggia juga 
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mestia mendukung untuka meningkatkan 

kualitasa laporan keuangana daerah.  

Dalamawawancara dengan Bapak Drs. 

Agus Kristiono, M.Si (Sekretaris) 

Inspektorat Kabupaten Wonosobo beliau 

mengungkapkan masih banyak pegawai 

kabupaten Wonosobo yang kurang 

memahami akuntansi atas pengauditan 

laporanakeuangan yang  beluma adisusun 

denganametode akrualabasis secaraapenuh. 

Dengan demikian peran internal audit 

belum sepenuhnya dapat meningkatkan 

kualitas laporanakeuangan. 

 

4. SumberaDaya ManusiaaBidang 

AkuntansiaterhadapKualitas 

LaporanaKeuangan 

PemerintahaDaerah  

Tabel 4.1amenunjukkan 

bahwaasumber dayaamanusia 

tidakaberpengaruh aterhadap kualitasa 

laporana keuangana apemerintah daerah.a 

Variabela sumbera dayaamanusia 

memberikananilai koefisienaregresi -0,041 

denganatingkat signifikansiasebesara0,587 

(sig > 0,05). Hasilapenelitian iniatidak 

sejalanadengan penelitianayangadilakukan 

oleh Windiastuti (2009) yangamenyatakan 

adaahubunganapositif antaraasumber daya 

manusia denganakualitas laporanakeuangan 

pemerintahadaerah tetapi sejalan adengan 

penelitiana yang dilakukan olehaPonamon 

(2013)ayangamenyatakan variabel asumber 

dayaamanusia tidak berpengaruhasignifikan 

terhadapa kualitasa laporana akeuangan 

pemerintahadaerah. Denganademikian H4 

yangamenyatakan sumberadaya amanusia 

bidang akuntansi berpengaruha aterhadap 

kualitasa laporana keuangana pemerintah 

daerah,a ditolak.  

Kondisi sumbera dayaa manusiaa di 

subbagianaakuntansi/tataa usaha akeuangan 

yangabelum mendukunga sebagai penyebab 

ditolaknya hipotesis keempat. Hal ini bisa 

terjadi karena dari pemerinta pusat yang   

terlalu seringnya mengganti dengan           

peraturan baru, banyaknya aturan 

pemerintah yang tumpamg tindih serta ba-

tas waktu      penyerahan laporan keuangan 

yang begitu ketat . Untuk menghasilkan 

laporan akeuangan yangaberkualitas 

dibutuhkan asumber dayaa manusiaayang 

memilikiakompetensi.  Kinerja organisasi 

yang baik akan adidukung olehasumber 

dayaamanusia yangabaikapula dan 

pelaporanakeuangannya yang atelah 

tersajiasecaraaandal danatepat waktu 

merupakan  salah satu indikator  

pengukuran baiknya kinerja organisasi. 

 

5. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Dari hasilapenelitian yang sudah 

dilakukandapatadiambil 

kesimpulanasebagai berikut:  

1. Pemahamanaakuntansiatidakmempeng

aruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah di Kabupaten 

Wonosobo (H1 ditolak). Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun 

pegawai pemerintah mempunyai 

pemahaman akuntansi namun jika tidak 

mampu menyajikanalaporan 

keuanganadengan tepatawaktu dan 

bukti laporanakeuangan tidak lengkap 

atau tidakasesuai dengan 

yangadilaporkan maka tidak akan 

menghasilkan laporana keuangan 

yangaberkualitas.  

2. Pemanfaatan asistem ainformasi 

akuntansi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah di Kabupaten 

Wonosobo (H2 diterima). Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan 

sistem informasi akuntansi keuangan 

daerah yang sudah diterapkan akan 

meningkatkan kualitas laporan 

keuangan pemerintahadaerah.  

3. Peran internal audit atidak 

mempengaruhi kualitasa laporan 

keuangana pemerintah daerah                 

di Kabupaten Wonosobo (H3 ditolak).   

Hal ini disebabkan karena internal 

auditor dalam bekerja untukamencapai 

tujuana organisasi belum maksimal 

sehingga laporan akeuangan 

yangadihasilkan tidak berkualitas.  
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4. Sumberadaya manusiaabidang 

akuntansi tidaka mempengaruhi 

kualitasalaporan keuangan pemerintah 

adaerah                 di  Kabupaten 

Wonosobo (H4 ditolak). Kekeliruan 

dalam laporan keuangan yang dibuat  

serta adanya ketidaksesuaian laporan 

dengan standar yang ditetapkan 

pemerintah disebabkan  kemampuan 

sumber daya manusia bidang akuntansi 

dalam pekerjaannya belum kompeten. 

 

4.2. Saran 

Saran dari peneliti berdasar 

pembahasan diatas ::  

1. Pemahaman akuntansi, pemanfaatan 

sistem informasi akuntansi, peran 

internal audit, dan sumber daya 

manusia bidang akuntansi 

menunjukkan kategori baik, namun 

pejabat pemerintah kabupaten 

Wonosobo harus lebih 

mengoptimalkan lagi dalam rangka 

meningkatkan kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah.  

2. Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

diharapkan menerima pegawai yang 

memiliki latar belakang pendidikan 

akuntansi agar dapat meningkatkan 

kualifikasi di bidang pendidikan. Agar 

pencapaian tujuan organisasi lebih 

berhasil dalam penyusunan laporan 

keuangan pemerintah yang berkualitas.  

3. Untuk dapat mengembangkan diri dan 

meningkatkan kemampuannya 
hendaknya peran internal audit dapat 

terus ditingkatkan agar dapat 

meningkatan kualitas laporan 

keuangannya.  
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